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ABSTRAK 

Beberapa tahun terakhir ini, laporan tentang kasus kelalaian medik semakin 

meningkat. Para penegak hukum dalam membuktikan kesalahan dokter tidak dapat 

melihat dari sisi akibat yang diderita oleh pasien saja, melainkan juga harus dilihat 

dari sisi kompetensi, keilmuan, dan disiplin profesi yang dimiliki oleh dokter. Semua 

hal itu harus dinyatakan secara jelas di sidang pengadilan supaya hukuman yang 

dijatuhkan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Kerja sama yang baik antar para 

penegak hukum juga dibutuhkan supaya penyelesaian kasus kelalaian medik dapat 

dilakukan dengan cepat dan lancar. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi 

ini adalah: (1) Bagaimana pembuktian terhadap dokter yang melakukan kelalaian 

medik (negligence) dalam pelaksanaan praktek kedokteran; (2) Apa saja kendala 

dalam pembuktian kelalaian medik (negligence) yang dilakukan oleh dokter? 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis. 

Adapun hasil penelitian pembuktian terhadap dokter yang melakukan kelalaian 

medik (negligence) dalam pelaksanaan praktek kedokteran yaitu Pertama, 

Meskipun di Indonesia sampai saat ini belum dapat dirumuskan hukum kedokteran 

secara khusus, hal itu tidaklah berarti bahwa profesi kedokteran di Indonesia bebas 

dari tanggung jawab hukum; karena aturan-aturan hukum yang berlaku secara 

umum (misalnya hukum pidana, perdata, administrasi dan sebagainya) tetap dapat 

diberlakukan terhadap profesi kedokteran, sejauh aturan khusus untuk itu memang 

belum dapat diwujudkan.; kedua, Hukum Kedokteran termasuk dalam disiplin Ilmu 

Hukum dan dengan demikian berlaku asas-asas serta prinsip-prinsip Ilmu Hukum, 

sama sekali bukan prinsip-prinsip Ilmu Kedokteran, ; ketiga, kendala yang dihadapi 

adalah sulit mendapatkan barang bukti seperti rekam medik; rekam medik hanya 

dapat dibaca oleh ahlinya; dan kurangnya keterbukaan dalam kasus kedokteran. 

Pemeriksaan kasus kelalaian medik seharusnya dengan menjalin kerjasama yang 

baik antar semua pihak agar terselesaikan dengan lancar serta para penegak hukum  

seharusnya juga diberikan pendidikan mengenai kedokteran supaya tidak kesulitan 

dalam menyelesaikan kasus kedokteran. 


